
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE 

DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN 

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 1  

Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, 

maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  

ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 



Menetapkan 

· 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Namor 9 Tahun 2015  ten tang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia. Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 1  

Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 

9 .  Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

dan 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN 
KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN 
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018  
Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan BAB V Pasal 6 sampai dengan Pasal 42 dihapus 
2 .  Ketentuan Pasal 48 huruf a dihapus, huruf b, huruf d, dan huruf e 

diubah dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf 
yakni huruf b . l .  sehingga berbunyi sebagai berikut : 

a. Diha.pus; 

b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 ,  Pasal 27 hingga 
Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12 ) ;  
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 Nomor 3) ,  diubah 
menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b . 1  Pejabat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 
Masyarakat tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan 
pelantikan Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini; 

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011  Nomor 2), tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya 
organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di 
bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 



d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12,  Pasal 36 hingga 

Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran 

Daerah Tahun 2007 Nomor 12) ;  sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2014  

Nomor 3), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 

terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya 

organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan 

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 

terbentuknya unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis 

badan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

· Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Diundangkan di Pangkajene 
pada __ tanggal, 11 Ml:I 2020 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
TAHUN 2020 NOMOR 1 

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN 
KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI SELATAN 
NOMOR B.HK.HAM .�t:-.tit;.i, 


